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Argumen Awal

ÁSaga Irjen FS sejak akhir Juli -September 2022 yang 
mengotaki pembunuhan ajudannya Brigadir J 
memperlihatkan tatanan hukum, penegakan hukum 
dan keadilan yang rapuh; 

ÁKasus tersebut dan berbagai kasus lain menunjukkan, 
banyak kalangan Kepolisian RI (Polri) belum bisa 
menjadi contoh kepatuhan hukum, penegakan hukum 
secara adil dan penyelesaian masalah secara 
manusiawi dan berkeadaban; 

ÁDalam banyak kasus lain, ketika berhadapan dengan 
warga yang mengekspresikan aspirasi syah, 
Kepolisian sering menghadapinya secara represif 
dengan kekerasan berlebihan ( police brutality );

ÁAdanya struktur ekstra seperti Satgasus dalam Polri 
memunculkan ômabesõ di dalam Mabes;

ÁPerlu reformasi regulasi tentang Polri (UU No 2/2002); 
reformasi struktural (di bawah Kemendagri misalnya) 
dan kultural dalam kelembagaan negara dan warga 
sipil.



Penegakan Hukum; 

Persepsi Publik

I. Dalam masa Pasca -Orba (era ôreformasiõ) 
penegakan hukum tidak berjalan baik ñpilih bulu, 
tajam ke bawah tumpul ke atas ;  

II. Kemerosotan demokrasi kian memburuk akibat 
pandemi Covid -19, yang mengakibatkan 
pelanggaran hak sipil dan HAM ;

III. Masih m erosotnya keadaban publik ñpelanggaran 
hukum dan keadaban publik secara terbuka dan 
luas di kalangan warga ;

IV. Polri cenderung defensif dan melakukan 
ôpembiaranõdalam aksi intoleransi dan kekerasan 
bernuansa agama ;

V. Kegagalan/lemahnya penegakan hukum dan HAM 
dapat membawa Indonesia menjadi ônegara gagalõ 
(failed state )ñgagal melindungi warganegara
mengaktualisasi HAM -nya, khususnya kebebasan 
berekspresi/berpendapat dan kebebasan 
beragama dan berkeyakinan.



Keadilan; Urgensi 

ÁKeadilan mencakup keadilan hukum, ekonomi, 
sosial, budaya, agama, pendidikan dst; 

ÁNegara menjamin keadilan ñkeadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila) da, 
pasal 34 ayat 1, 2,  UUD 1945 (amandemen 
keempat ;

ÁKetidakadilan menciptakan kelatenan yang dapat 
meledak sewaktu -waktu ñkerusuhan sosial, 
ôinsurgency õ dsb;

ÁPenegakan keadilan melalui hukum (Polri, 
Kejaksaan, Pe radilan) mesti tidak ôtajam ke bawah 
tumpul ke atas õ; 

ÁPolri memiliki tugas dan kewajiban ikut dalam 
penguatan demokrasi, penegakan HAM, keadilan 
hukum secara tegas, konsisten, ôtidak pilih  buluõ.



Prinsip Dasar Polri untuk 

Penegakan Hukum

dan Keadilan

Â Memegangi dan mengaktualisasikan UUD 1945, 
Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

Â Memegangi Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945: ôPolri sebagai 
alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban 
bertugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat, serta menegakkan hukumó;

Â Memegangi dan melaksanakan UU No 2/2002 tentang
Kepolisian Negara RI yang mengandung aspek
reformasi Polri ñterbukti tidak berjalan baik ;

Â Melaksanakan Tribrata dan Catur Prasetya Polri; 

Â Memegang teguh Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 
RI (Perkap No 14 tahu n 2011);

Â Memegang berbagai regulasi tentang penguatan
demokrasi , penegakan HAM atau penegakan keadilan
hukum .



Kepolisian dalam Demokras i

(1)

Â Polisi dalam negara demokra si Indonesia mesti 

juga menjadi ôkekuatan kepolisian untuk

demokras iõ (democratic police force );

Â Tugas utama ôpolisi dalam demokra siõ  adalah 

mempertahankan kedamaian dan ketenangan 

publik; 

Â Selanjutnya , melindungi hak -hak sipil fundamental

individu dan kelompok warga, nyawa (life ), 

kebebasan berekspresi , kebebasan beragama dan

berkeyakinan (HAM) ; 

Â Lalu, mendeteksi dan mencega h kriminal itas ; 

mengurangi ketakutan karena rasa tak aman; 

memberi bantuan pada warga /publik ;

Â Polisi dalam demokrasi harus bersikap imparsial ñ

tidak menjadi alat politik dan kaki tangan

kekuasaan .


